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https://dpmptsp.rembangkab.go.id/mudahnya-perizinan-pentingnya-pengawasan/
https://dpmptsp.rembangkab.go.id/mudahnya-perizinan-pentingnya-pengawasan/
https://oss.go.id/panduan
https://oss.go.id/panduan/63a1f170acc5d4cf2fbdc139


 

https://smesta.kemenkopukm.go.id/news/izin-yang-dibutuhkan-untuk-bisn
is-laundry, diakses 25 Maret 2025.  

 

E.​ Peraturan Perundang-Undangan 

General Administrative Law Act (GALA). 

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko. 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha di Daerah.  

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, 
dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Berusaha. 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan 
Berusaha. 

Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 
9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan 
Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 

Peraturan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal. 

Peraturan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 
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Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
dan Fasilitas Penanaman Modal. 

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  

Peraturan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal. 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang 
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan.  

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan di Daerah.  

Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian 
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan. 

Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.5 Tahun 2022 tentang Standar Operasional 
Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  

Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas.  

Keputusan Bupati Sleman Nomor 13.4/Kep.KDH/A/2024 tentang Tim Pelaksana 
Pengawasan Penanaman Modal.  
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